PEMBANGUNAN POSTUR TNI
DIHADAPKAN PADA KEMAM-
PUAN KEUANGAN NEGARA

Timotius D. Harsono*)

Untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, suatu
negara harus memiliki kesiapan dalam menghadapi segala
bentuk ancaman terhadap integritas wilayah, kedaulatan
negara dan keselamatan bangsanya. Kesiapan suatu negara
dalam menghadapi segala bentuk ancaman tercermin dari
kekuatan nasional yang dimilikinya. Kekuatan nasional (na-
tional power) tidak hanya dibangun dengan dukungan
kekuatan militer saja, akan tetapi memerlukan dukungan lain
seperti kemampuan diplomasi sebagai instrumen national
power, informasi sebagai instrumen psikologis, dan kekuat-
an ekonomi (economic power).

Kekuatan militer merupakan
salah satu elemen utama dari ke-
kuatan nasional yang eksisten-
sinya mutlak diperlukan untuk
melindungi kepentingan nasio-
nal dalam rangka menjamin ke-
langsungan hidup suatu negara.
Khususnya bagi negara yang
memiliki konstelasi geografi dan
kondisi sosio-demografi seperti
Indonesia, peran dan fungsi mi-
liter menjadi sangat penting
dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara. Pembangunan postur
TNI diwujudkan melalui imple-
mentasi program pembangunan
kemampuan dan kekuatan mi-
liter yang digelar untuk meng-

hadapi ancaman dan menganti-
sipasi potensi ancaman di ber-
bagai wilayah sesuai dengan
kondisi geografi dan sumber
daya nasional yang dimiliki ser-
ta perkiraan jangka panjang ter-
hadap kemampuan keuangan
negara.

Membahas permasalahan
yang berkaitan dengan pem-
bangunan postur TNI, diperlu-
kan suatu pemahaman tentang
pertahanan negara, kebijakan
umum pertahanan serta sistem
pertahanan negara yang ditetap-
kan dan dibangun berdasarkan
persepsi ancaman dan perkiraan
kemampuan keuangan negara.

*) Alumni S2 Ketahanan Nasional, Sekolah Pascasarjana UGM.
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Sesuai amanat Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indone-
sia 1945, pengertian pertahanan

negara adalah segala usaha un-
" tuk mempertahankan negara,
keutuhan wilayah NKRI, dan
keselamatan segenap bangsa
dari ancaman dan gangguan ter-
hadap keutuhan bangsa dan
negara (UU No.3, 2002, Pasal 1).

Kebijakan pertahanan negara
merupakan kebijakan pemerin-
tah di bidang pertahanan yang
bertujuan untuk melindungi ke-
pentingan nasional. Sebagaima-
na tercantum pada Undang-Un-
dang RI nomor 3 tahun 2002 ten-
tang Pertahanan Negara, sistem
pertahanan Indonesia adalah
sistem pertahanan negara yang
bersifat semesta, melibatkan se-
luruh warga negara, wilayah
dan sumber daya nasional lain-
nya. Sistem pertahanan negara
dipersiapkan secara dini oleh
pemerintah dan diselenggarakan
secara total, terpadu, terarah
serta berkelanjutan untuk mene-
gakkan kedaulatan negara,
mempertahankan keutuhan
wilayah Negara Kesatuan Re-
publik Indonesia (NKRI) dan
melindungi keselamatan se-
genap bangsa dari segala an-
caman.

Membangun postur TNI yang
mampu mendukung pelaksa-
naan peran dan fungsi TNI se-
bagai komponen utama dalam
sistem pertahanan negara meru-

pakan misi yang sudah mende-
sak untuk segera direalisasikan,
khususnya bagi Indonesia se-
bagai negara kepulauan yang
memiliki kondisi geografi dan
demografi serta wilayah yang
luas dengan segala sumber daya
alam dan keberagaman etnik,
suku dan budaya. Postur TNI
seyogyanya dibangun dengan
senantiasa mencermati kondisi
dinamis yang berkaitan dengan
perkembangan ideologi, politik,
ekonomi, sosial, budaya, perta-
hanan dan keamanan.

' Di samping itu, perkembang-
an lingkungan strategis global,
regional dan nasional, sangat
berpengaruh terhadap perkem-
bangan Indonesia sebagai bang-
sa dan negara. Dengan demiki-
an, arah kebijakan pembangunan
postur TNI sangat dipengaruhi
oleh arah kebijakan umum per-
tahanan negara yang telah
ditetapkan dengan mempertim-
bangkan pengaruh perkem-
bangan lingkungan strategis, ber-
bagai ancaman dan potensi an-
caman serta perkiraan jangka
panjang terhadap kemampuan
keuangan negara.

Reformasi nasional yang ber-
langsung sejak tahun 1998 telah
pula mendorong terjadinya re-
formasi TNI. Reformasi internal
TNI diarahkan untuk memben-
tuk TNI profesional dan modern,
yang proses pembangunannya
dilaksanakan secara bertahap
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dan berkelanjutan. Pada tahun
2001, Presiden RI mencanang-
kan komitmennya untuk mem-
percepat proses reformasi inter-
nal TNI. Salah satu hal yang
menonjol dari proses reformasi
internal TNI yaitu komitmen un-
tuk mengakhiri peran politiknya
dan mereposisi kedudukan, per-
an dan fungsi TNI. Selanjutnya
pada tahun 2002, pemerintah
mengesahkan Undang-Undang
RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang
Pertahanan Negara yang menga-
manatkan dibentuknya peratu-
ran perundang-undangan ten-
tang Tentara Nasional Indone-
sia.

Pada tahun 2003, untuk per-
tama kalinya sejak reformasi,
Departemen Pertahanan RI men-
canangkan Buku Putih Perta-
hanan Indonesia yang berjudul
Mempertahankan Tanah Air Me-
masuki Abad ke-21. Kemudian
pada bulan Oktober 2004, pe-
merintah mengesahkan Undang-
Undang RT Nomor 34 Tahun 2004
tentang Tentara Nasional Indo-
nesia untuk mengatur keduduk-
an, peran, fungsi dan tugas po-
kok TNI. Sebagai tindak lanjut
pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2002, pada tang-
gal 26 Januari 2008 telah diter-
bitkan Peraturan Presiden RI ten-
tang Kebijakan Umum Pertaha-
nan Negara.

Kebijakan dan komitmen un-
tuk mereposisi peran TNI terse-

but pada dasarnya membawa
konsekuensi adanya peningkat-
an dukungan anggaran negara
untuk mewujudkan TNI yang le-
bih profesional, efektif, efisien
dan modern. Dengan telah di-
sahkannya Undang-Undang No-
mor 34 Tahun 2004 tentang Ten-
tara Nasional Indonesia, maka
sejak itu strategi pembangunan
postur TNI diarahkan untuk men-
dukung peran TNI sebagai alat
negara di bidang pertahanan,
yang memiliki fungsi sebagai
berikut: (a) penangkal terhadap
setiap bentuk ancaman militer
dan ancaman bersenjata dari
luar dan dalam negeri terhadap
kedaulatan, keutuhan wilayah
dan keselamatan bangsa; (b) pe-
nindak terhadap setiap bentuk
ancaman sebagaimana dimak-
sud pada huruf (a), dan (c) pemu-
lih terhadap kondisi keamanan
negara yang terganggu akibat
kekacauan keamanan.
Tantangan utama bagi Indo-
nesia dalam merancang strategi
dan perencanaan anggaran ada-
lah bagaimana meminimalisasi
resiko fiskal dengan meningkat-
kan kepastian bahwa kebijakan
yang dibuat saat ini akan mem-
bentuk kemampuan anggaran
yang efektif, adaptif dan berke-
lanjutan. Analisis dan perkiraan
kemampuan anggaran negara
merupakan hal yang sangatkom-
pleks dan bersifat multidimensi.
Kompleksitas ini perlu dipahami
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oleh para pemimpin dan peren-
cana di bidang pertahanan pada
tingkat nasional dalam hubung-
annya dengan proses pembuat-
an kebijakan dan komitmen ang-
garan untuk mendukung peran
dan fungsi TNI sebagai kompo-
nen utama dalam sistem perta-
hanan negara.

Pembangunan Postur TNI
dan Permasalahannya

Strategi pembangunan postur
TNI sangat dipengaruhi oleh ka-
rakteristik ancaman yang di-
hadapi dan kondisi kemampuan
keuangan negara. Akhir-akhir
- ini, telah muncul berbagai ben-
tuk ancaman yang bersifat asi-
metris, seperti terorisme, gerakan
separatisme, krisis ekonomi, ke-
miskinan, bencana alam, bahaya
narkoba dan penyakit menular
yang mematikan. Bentuk dan si-
fat ancaman telah bergeser dari
ancaman yang bersifat konven-
sional menjadi ancaman yang
bersifat multidimensional dan
lebih kompleks. Dengan bergeser-
nya bentuk dan sifat ancaman,
secara teoritis kemungkinan ter-

jadinya perang terbuka menjadi

lebih kecil. Namun perang terba-
tas masih mungkin saja terjadi.
Kasus Ambalat kembali meng-
ingatkan kita semua betapa pen-
tingnya bagi Indonesia untuk
membangun postur TNI yang
mampu menangkal (deterrence)

berbagai bentuk ancaman yang
sangat diperlukan untuk men-
dukung fungsi pertahanan nega-
ra.

Dampak krisis ekonomi dan
lambatnya proses pemulihan
ekonomi selama 10 tahun ter-
akhir sangat berpengaruh ter-
hadap kinerja seluruh sektor pem-
bangunan, termasuk sektor per-
tahanan yang merupakan ba-
gian dari program pemba-
ngunan nasional. Postur TNI se-
lama ini masih berada sangat
jauh di bawah kondisi ideal, bah-
kan masih belum mencapai stan-
dar kekuatan pokok minimal (mi-
nimum essential force) yang sangat
diperlukan TNI untuk mampu
melaksanakan peran dan fungsi-
nya sebagai komponen utama
dalam sistem pertahanan nega-
ra. Terbatasnya sarana prasara-
na, khususnya alat utama sistem
persenjataan (Alutsista) yang di-
miliki TNI, berdampak pada be-
lum memadainya kekuatan dan
tingkat kemampuan TNI serta
profesionalisme prajurit. Kondi-
si ini disebabkan terutama oleh
karena kecilnya alokasi anggaran
pertahanan selama ini.

Di samping kebutuhan akan
prasarana dan sarana fisik untuk
mendukung pembangunan pos-
tur TNI sebagai komponen uta-
ma dalam sistem pertahanan
negara, komponen cadangan
dan komponen pendukung se-
sungguhnya juga perlu diba-
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ngun untuk mewujudkan postur
pertahanan yang diharapkan.
Pemikiran ini sesuai dengan isi
Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2002, yang menegaskan
bahwa sistem Pertahanan Nega-
ra Indonesia adalah sistem per-
tahanan semesta (Sishanta) yang
juga merupakan bagian integral
dari Sistem Pertahanan dan Ke-
amanan Rakyat Semesta (Sis-
hankamrata) sesuai dengan
amanat UUD 1945 pasal 30.

Dalam Undang-Undang No-
mor 3 Tahun 2002, telah digaris-
kan tentang Pokok-Pokok Per-
tahanan dan Keamanan, yang
antara lain menyatakan: “Upaya
pertahanan dan keamanan
negara Republik Indonesia men-
cakup pembentukan dan peng-
gunaan sumber daya manusia,
pengamanan, serta pendaya-
gunaan sumber daya alam, sum-
ber daya buatan, dan segenap
prasarana fisik dan prasarana
psikis bangsa dan negara”. Im-
plementasi Sishanta akan lebih
efektif bilamana didukung de-
ngan semangat bela negara dan
kesadaran berbangsa yang ting-
gi guna menghadapi segala ben-
tuk ancaman dan mengantisipasi
potensi ancaman.

Secara umum dapat dipa-
hami bahwa persepsi ancaman
tidak hanya bersifat konvensio-
nal (fisik atau militer), akan teta-
pi telah muncul berbagai bentuk
ancaman lain yang bersifat mul-

tidimensional (fisik dan non-fisik),
mencakup aspek ideologi, politik,
ekonomi, sosial budaya, perta-
hanan dan keamanan. Meskipun
bentuk Negara Kesatuan Repub-
lik Indonesia (NKRI) merupakan
suatu kesepakatan nasional yang
memiliki unsur perangkat ke-
amanan termasuk pertahanan,
namun kenyataan ini bukanlah
suatu kondisi yang bisa selalu
dianggap terjamin dengan sendi-
rinya (taken for granted) tanpa
dukungan dari seluruh kompo-
nen bangsa. Dengan demikian,
NKRI sebagai konsensus nasio-
nal harus disikapi sebagai suatu
komitmen dalam berbangsa dan
bemegara yang harus senantiasa
dijaga dan didukung bersama
dengan suatu proses pemba-
ngunan karakter bangsa (charac-
ter building) yang berkelanjutan.
Memperhatikan kondisi ma-
kro ekonomi global saat ini dan
dampaknya terhadap prospek
pertumbuhan ekonomi jangka
panjang sampai dengan tahun
2020, maka diharapkan kebi-
jakan anggaran negara dapat
dibuat secara lebih komprehen-
sif dari perspektif kepentingan
nasional. Dengan demikian, sa-
saran pembangunan nasional
untuk menciptakan kesejahte-
raan tidak dilaksanakan dengan
meninggalkan kepentingan sek-
tor pertahanan dan keamanan.
Untuk itu pembangunan postur
TNI dapat ditingkatkan sejalan
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dengan besarnya pertumbuhan
ekonomi dan tingkat kemam-
puan keuangan negara di masa
mendatang (2009-2020). Untuk
mengetahui sejauh mana pe-
ningkatan anggaran pertahanan
dapat dilakukan guna menduku-
ng pembangunan postur TNI
yang diharapkan, maka diperlu-
kan suatu analisis tentang
kecenderungan perkembangan
ekonomi global dan prospek per-
tumbuhannya sebagai salah satu
dasar untuk memperkirakan
tingkat pertumbuhan ekonomi
nasional sampai tahun 2020.
Salah satu hal terpenting yang
harus dicermati dalam peren-
canaan di bidang pertahanan
adalah perkiraan jangka panjang
terhadap kemarnpuan keuangan
negara yang diaktualisasikan
melalui kebijakan APBN dengan
tetap menjaga perimbangan ang-
garan belanja berbagai sektor
pembangunan dalam upaya
meningkatkan kesejahteraan
masyarakat umum dan men-
jamin terciptanya stabilitas ke-
amanan nasional. Pelaksanaan
otonomi daerah merupakan
salah satu implementasi geo-
strategi yang dimaksudkan un-
tuk mempercepat proses pem-
bangunan dan mengatasi kesen-
jangan pembangunan ekonomi
antar daerah. Dalam implemen-
tasinya, pembangunan nasional
di segala sektor harus tetap di-
laksanakan dengan berorientasi

pada pembangunan kewilayah-
an secara terencana, terarah,
menyeluruh dan terpadu, den-
gan sasaran untuk mewujudkan
kesejahteraan masyarakat dan
stabilitas keamanan nasional.

Kondisi pertahanan negara
dan keamanan nasional yang
mantap akan memperkokoh sta-
bilitas dan ketahanan nasional.
Keberhasilan Indonesia dalam
pembangunan nasional di sega-
la bidang akan meningkatkan
kemampuan dan komitmen ne-
gara untuk memenuhi kebu-
tuhan pembiayaan pemba-
ngunan postur TNI yang diper-
lukan. Dengan adanya komit-
men dan dukungan keuangan
negara, maka TNI dapat melak-
sanakan fungsinya sebagai alat
negara untuk menghadapi ber-
bagai bentuk ancaman terhadap
integritas wilayah dan eksistensi
negara. Mengingat pentingnya
peran TNI sebagai alatnegara di
bidang pertahanan dan fungsi-
nya sebagai komponen utama
dalam sistem pertahanan nega-
ra, maka pembangunan postur
TNI perlu dilaksanakan secara
konsisten dan bertahap serta ber-
kelanjutan.

Masalah sinkronisasi peren-
canaan program dan realisasinya
sebagaimana diuraikandi atas,
menyebutkan bahwa proses pe-
rencanaan anggaran pertahanan
dan realisasinya membutuhkan
proses yang panjang yang meli-
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batkan tiga institusi pemerintah,
yaitu Departemen Pertahanan
dan Mabes TNI, Departemen Ke-
uangan dan Kementerian Nega-
ra Perencanaan Pembangunan
Nasional (Bappenas). Seringkali
terjadi bahwa ketiga lembaga
tersebut tidak memiliki persepsi
yang sarna tentang prioritas
kebutuhan nggaran pertahanan,
khususnya terkait dalam tata
kelola keuangan bidang perta-
hanan yang mempunyai kekhu-
susan.

Dampak Kebijakan Anggar-
an terhadap Pembangunan
Postur TNI

Dukungan anggaran perta-
hanan saat ini tercermin pada
orientasi pembangunan nasional
masih berfokus pada bidang
ekonomi, sedangkan pemban-
gunan bidang pertahanan
kurang mendapat perhatian,
seperti ditunjukkan dari kecilnya
jumlah anggaran yang dialokasi-
kan. Kondisi ini berlaku sejak
masa Orde Baru hingga saat ini.
Selama ini, penentuan jumlah
anggaran pertahanan banyak
didasarkan pada faktor kemam-
puan keuangan negara dan pri-
oritas pembangunan. Apabila
diperhatikan, saat ini beban dan
tanggung jawab pertahanan
negara cukup berat, terutama
dengan meningkatnya potensi
ancaman dihadapkan kepada

faktor geografi, luas wilayah
yuridiksi nasional, perkemban-
gan konteks strategi, dan belum
terpenuhinya standar kekuatan
pokok minimal untuk menduku-
ng fungsi pertahanan negara.
Selama 10 tahun terakhir, ang-
garan belanja pertahanan RI
rata-rata berada di bawah 1%
dari Pendapatan Domestik Bru-
to (PDB). Sebagai pembanding,
anggaran pertahanan di negara-
negara di kawasan Asia Tengga-
ra kebanyakan memiliki anggar-
an pertahanan di atas 2% dari
PDB masing-masing, beberapa
negara bahkan mengalokasikan
anggaran pertahanan sebesar
3% - 5% dari PDB-nya.
Keterbatasan alokasi anggar-
an tersebut semakin memper-
sempit ruang gerak TNI dalam
mengalokasikan dan mengatur
prioritas penggunaan anggaran.
Bila dilihat dari profil peruntuk-
an anggaran, terlihat bahwa
pada periode pasca krisis (1999-
2004) masih terfokus pada pe-
ningkatan kualitas personil dan
perawatan Alutsista. Walaupun
demikian, bila diurai lebih rinci
maka anggaran tersebut sangat
jauh tertinggal dibandingkan
dengan Singapura (5,2% PDB)/
Malaysia (4% PDB).
Keterbatasan secara kuantitas
maupun kualitas kemampuan
Alutsista TNI menyebabkan ren-
dahnya kemampuan pertahan-
an negara, sehingga belum mam-
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pu menghadapi ancaman atau-
pun gangguan kedaulatan Nega-
ra Kesatuan Republik Indonesia,
kedaulatan negara dan kesela-
matan bangsa. Meskipun belum
memenuhi kebutuhan pokok mi-
nimal, namun upaya peningkat-
an kemampuan pertahanan me-
lalui kebijakan, strategi, dan pe-
rencanaan pertahanan telah
mengarah kepada pembentukan
minimum essential force.

Kebijakan di bidang anggaran
pertahanan harus senantiasa di-
terapkan dalam konteks kepen-
tingan nasional dan merupakan
bagian integral dari kebijakan
pembangunan nasional dengan
mencermati seluruh potensi sum-
ber daya nasional dan dengan
tetap memperhatikan prioritas
dan proporsionalitas serta perim-
bangan anggaran berbagai sek-
tor pembangunan.

Kebijakan anggaran perta-
hanan ditetapkan dengan mem-
pertimbangkan prioritas, besar-
an, komposisi dan perimbangan
pembiayaan berbagai sektor

pembangunan yang direalisasi-

kan setiap tahunnya melalui ke-
bijakan APBN. Upaya untuk mem-
perketat anggaran belanja nega-
ra guna membatasi defisit ang-
garan selama sepuluh tahun ter-
akhir ini telah berdampak pada
kecilnya alokasi anggaran ber-
bagai sektor pembangunan, ter-
masuk sektor pertahanan nega-
ra. Kondisi ini merupakan ken-

dala utama yang dihadapi TNI
dalam proses pembangunan pos-
tur Wl selama ini.

Fakta-fakta seperti yang di-
uraikan di atas menunjukkan
adanya berbagai kelemahan TNI
dalam mengantisipasi timbulnya
ancaman dan mencegah potensi
ancaman. Hal ini disebabkan
antara lain oleh karena terbatas-
nya dukungan anggaran perta-
hanan yang dialokasikan selama
ini untuk membangun postur
TNI yang memadai.

Pembangunan Postur TNI
yang Berkelanjutan

Perkembangan lingkungan
strategis yang terjadi saat ini
menuntut Indonesia sebagai se-
buah negara bangsa (Nation
State) dan negara kepulauan (Ar-
chipelagic State) untuk cepat
tanggap dalam menghadapi se-

gala macam permasalahan dan

tantangan di masa kini maupun
di masa mendatang. Hal ini ter-
kait erat dengan kemampuan
yang dimiliki oleh setiap institu-
si militer, institusi non militer
maupun masyarakat sipil pada
umumnya. Kemampuan indus-
tri pertahanan dan teknologi
yang dimiliki saat ini masih ku-
rang memadai bila dibanding-
kan dengan kemampuan nega-
ra-negara lain. Oleh karena itu,
salah satu tantangan utama
dalam pembangunan pertahan-
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an negara yang harus dihadapi
ke depan adalah bagaimana me-
ningkatkan kekuatan dan ke-
mampuan pertahanan melalui
pembangunan postur TNI seba-
gai komponen utama dari sistem
pertahanan negara dan menye-
suaikan struktur organisasi di-
hadapkan pada tugas pokok dan
fungsi TNI.

Dari data kekuatan TNI yang
tersedia dapat dilihat bahwa ke-
mampuan personil dan Alutsis-
ta masih sangat terbatas, bahkan
sebagian besar Alutsista yang
dimiliki kondisinya sudah sangat
tua atau tidak layak pakai. De-
ngan demikian maka berbagai
persoalan akan dihadapi oleh
TNI dalam melaksanakan tugas
dan fungsinya untuk menangkal
serta menghadapi ancaman dan
potensi ancaman yang terus
berkembang. Persoalan tersebut
di antaranya adalah keterba-
tasan kuantitas dan kualitas alat
utama sistem persenjataan
(Alutsista) yang sudah tidak se-
suai dengan perkembangan
teknologi persenjataan saat ini.
Selain itu, peningkatan kualitas
kemampuan personil juga meru-
pakan persoalan yang harus se-
gera diatasi.

Dalam membangun postur
TNI yang diharapkan, kekuatan

- yang dibangun setidak-tidaknya
dapat memenuhi standar ke-
kuatan pokok minimum untuk
menghadapi berbagai ancaman
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dan potensi ancaman ke depan.
Langkah yang perlu ditempuh
adalah mempertahankan kondi-
si kekuatan dan kemampuan
TNI yang ada serta menyusun
kembali kekuatan dan kemam-
puan baru melalui validasi or-
ganisasi. Selanjutnya melakukan
reposisi satuan dan melengkapi
kebutuhan personil dan Alutsis-
ta yang sesuai dengan kebu-
tuhan pertahanan melalui pe-
manfaatan teknologi pertahanan
dengan dukungan anggaran
negara yang memadai.

Dalam mewujudkan sistem
pertahanan semesta (Sishanta)
maka eksistensi TNI sebagai kom-
ponen utama perlu didukung
dengan komponen cadangan
dan komponen pendukung. Un-
tuk itu perlu segera dibuat Un-
dang-undang tentang komponen
cadangan dan undang-undang
tentang komponen pendukung
agar postur pertahanan negara
dapat diimplementasikan sesuai
dengan amanah UUD 1945 dan
Undang-undang No.3 tahun
2002. ;

Pilihan Strategis untuk
merespons tantangan

Sesuai dengan amanah UUD
1945 yang secara operasional te-
lah dirumuskan dalam undang-
undang pertahanan negara dan
undang-undang TNI, strategi
pertahanan negara yang dite-
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rapkan untuk menegakkan ke-
daulatan negara, mempertahan-
kan keutuhan wilayah dan me-
lindungi keselamatan bangsa
yaitu strategi pertahanan pre-
ventif (preventive defence strategy)
yang didukung oleh TNI sebagai
komponen utama (matra darat,
matra laut dan matra udara).
Strategi pertahanan preventif ini
membutuhkan dukungan ang-
garan yang cukup besar untuk
membiayai kebutuhan personil,
sarana dan prasarana, karena
kondisi geografi NKRI merupa-
kan negara kepulauan (archipe-

lagic state) yang sangat luas wila—

yahnya.

Selama ini, strategi pertahan-
an negara yang diterapkan ma-
sih lebih berorientasi pada wa-
wasan darat, yaitu pendekatan
pertahanan berbasis pulau-pu-
lau besar. Hal ini terjadi oleh ka-
- rena keterbatasan prasarana
dan sarana (Alutsista) yang di-
miliki TNI selama ini. Strategi
preventive defence pada hakikat-
- nya tetap membutuhkan 3 (tiga)
kemampuan utama, yaitu: ke-
mampuan sensing untuk mende-
teksi dan mengidentifikasi objek
sasaran secara fisik (operasi in-
telijen) maupun secara elektronik
(sistem dan peralatan radar), ke-
mampuan mobilitity untuk men-
dekati sasaran dan kemampuan
stricking untuk melakukan tin-
dakan paksa.

Mempertimbangkan kondisi

geografi, karakteristik ancaman
dan potensi ancaman yang di-
hadapi serta kendala terbatas-
nya kemampuan keuangan
negara saat ini, maka pemba-
ngunan postur TNI dihadapkan
pada tiga pilihan strategis, yaitu:
pendekatan berbasis anggaran
terbatas, pendekatan ideal dan
pendekatan berbasis kekuatan
pokok minimal (minimum essen-
tial force).

Berdasarkan perhitungan
yang mengacu pada kebutuhan
berdasarkan kekuatan pokok mi-
nimal, pembangunan postur TNI
memerlukan biaya untuk peng-
adaan Alutsista saja sekitar USD
9.990 juta, namun berdasarkan
data alokasi anggaran selama ini
dapat dilihat bahwa kebutuhan
pengadaan Alutsista TNI hanya
dapat dipenuhi sekitar USD 400
juta setiap tahunnya. Bilamana
pembangunan postur TNI de-
ngan pendekatan berbasis ang-
garan terbatas tetap dilaksana-
kan seperti ini, maka kebutuhan
minimal Alutsista untuk mem-
bangun kekuatan pokok saja
tidak akan dapat dipenuhi, bah-
kan sampai tahun 2034. Penca-
paian ini belum memperhitung-
an kebutuhan biaya untuk pem-
bangunan sarana dan prasarana,
peningkatan kesejahteraan per-
sonil dan pengembangan piran-
ti lunak (pengembangan sistem
dan metode). Kenyataan ini me-
nunjukkan bahwa kebijakan
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anggaran TNI dan Departemen
Pertahanan belum mengarah ke-
pada pembangunan postur TNI
yang memadai, bahkan masih
jauh dari kebutuhan minimum es-
sential force. Bilamana pendeka-
tan berbasis anggaran seperti ini
di masa mendatang masih tetap
dipertahankan, maka dapat di-
pastikan bahwa TNI tidak akan
mampu menangkal ancaman
dan potensi ancaman yang akan
terjadi.

Pembangunan postur TNI de-
ngan pendekatan ideal akan sa-
ngat menjamin kemampuan per-
tahanan negara dan kondisi ke-
amanan nasional, namun pende-
katan ini akan membutuhkan
biaya yang sangat besar pula.
Menurut pendapat Connie Ra-
hakundini dalam bukunya yang
berjudul Pertahanan Negara dan
Postur TNI Ideal, menyatakan
bahwa untuk mewujudkan pos-
tur TNI ideal diperlukan alokasi
anggaran pertahanan/TNI seki-
tar 5,7% dari PDB per tahun
(halaman 216, 2007). Anggaran
APBN tahun 2008 besarnya Rp
892 triliun atau USD 74,3 milyar,
sedangkan PDB tahun 2008 sebe-
sar Rp 4.484 triliun atau USD
370,35 milyar. Perhitungan ini di-
dasarkan pada asumsi nilai tukar
1 USD ekuivalen dengan Rp
- 12.000. Bilamana perhitungan
alokasi untuk mendukung pem-
bangunan postur TNI ideal
diperkirakan sekitar 5,7% dari

PDB per tahun maka anggaran
pertahanan/TNI tersebut akan
mencapai Rp 255 triliun (USD
21,25 milyar) atau sekitar 28,5%
dari APBN atau sekitar USD 29,6
milyar.

Mengingat begitu besarnya
alokasi anggaran untuk mem-
bangun postur TNI ideal, maka
pelaksanaan pembangunan pos-
tur TNI dengan pendekatan ini
akan mengorbankan berbagai
sektor pembangunan yang lain,
seperti sektor pendidikan, sektor
kesehatan, sektor infrastruktur -
dan lain-lain. Dengan demikian
dapat dilihat bahwa outcomes
pembangunan postur TNI de-
ngan pendekatan ideal nampak-
nya tidak menguntungkan bila
ditinjau dari kepentingan pem-
bangunan nasional secara kese-
luruhan, sehingga bukan meru-
pakan pilihan strategis yang te-
pat untuk jangka waktu 20 ta-
hun mendatang.

Pembangunan postur TNI
dengan pendekatan berbasis
kekuatan pokok minimum (mi-
nimum essential force) masih mem-
butuhkan pembiayaan yang rela-
tif cukup besar mengingat kon-
disi postur TNI saat ini masih
jauh dibawah standar kekuatan
pokok minimum. Kebutuhan bi-
aya yang masih diperlukan ha-
nya untuk pembangunan dan
pengembangan Alutsista saja se-
kitar USD 9.990 juta. Dengan
asumsi bahwa kebutuhan Alut-
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sista dapat dipenuhi dalam ku-
run waktu 10 tahun mendatang
(pada tahun 2020) maka ang-
garan yang harus disediakan un-
tuk pengadaan Alutsista setiap
tahunnya yaitu sekitar USD 800
juta, atau sekitar dua kali lipat
dari anggaran yang disediakan
selama ini. Kebutuhan anggaran
tersebut masih belum memperhi-
tungkan kebutuhan biaya pem-
bangunan sarana dan prasarana,
meningkatnya anggaran belanja
rutin (gaji personil TNI) dan fak-
tor inflasi serta perubahan nilai
kurs.
- Secara objektif dapat dikata-
kan bahwa anggaran belanja
pegawai saat ini masih sangat
rendah dan belum mampu me-
menuhi standar minimum kese-
jahteraan prajurit. Hal ini dapat
dilihat dari nilai gaji, tunjangan
uang lauk pauk dan tunjangan

lain, yang seluruhnya hanya ber-

jumlah rata-rata Rp 2 juta per
orang per bulan. Bila merujuk
pada pernyataan Kapolri pada
akhir tahun 2007 bahwa gaji dan
tunjangan seorang polisi perlu
segera ditingkatkan minimal
menjadi Rp 5 juta per orang per
bulan maka secara sederhana
dapat dilihat bahwa sesungguh-
nya biaya anggaran belanja pe-
gawai di lingkungan TNI perlu
segera ditingkatkan dari Rp 12
triliun per tahun menjadi Rp 30
triliun atau sekitar USD 2.700
juta per tahun.

Anggaran rata-rata untuk
pembangunan sarana dan prasa-
rana berdasarkan anggaran lima
tahun terakhir diperkirakan se-
kitar Rp 5 triliun (450 juta USD),
sedangkan anggaran rata-rata
untuk kebutuhan rutin (belanja
pegawai dan non-belanja pe-
gawai) yaitu sekitar Rp 18 trili-
un (1,6 milyar USD), yang terdi-
ri dari belanja pegawai sekitar
Rp 12 triliun dan non-belanja
pegawai sektar Rp 6 triliun.

Dari perhitungan di atas, se-
cara garis besar dapat dilihat
bahwa jumlah anggaran mini-
mal rata-rata yang diperlukan
untuk membentuk postur TNI
yang berbasis pada kékuatan
pokok minimum yaitu sekitar
Rp 56 triliun atau USD 5.100 juta
per tahun. Perhitungan kebutuh-
an anggaran tahunan ini dibuat
berdasarkan asumsi untuk me-
menuhi kebutuhan Alutsista TNI

‘rata-rata sebesar USD 800 juta

per tahun, kebutuhan belanja
rutin pegawai sekitar USD 2.700
juta, kebutuhan pembangunan
sarana dan prasarana sekitar
USD 600 juta, belanja rutin lain-
nya sekitar 1.000 juta USD. Jika
sasaran pencapaian pemba-
ngunan postur TNI yang berba-
sis pada kekuatan pokok minimal
sudah harus terealisasi pada
tahun 2020, maka jumlah anggar-
an minimal rata-rata selama 12
tahun ke depan yang harus di-
penuhi yaitu sekitar USD 5.100
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juta atau sekitar 2% dari PDB.
Dari tiga pilihan strategis
yang telah diuraikan di atas, da-
pat dilihat bahwa yang paling
memungkinkan untuk diwujud-
kan adalah pilihan strategis yang
ketiga, yaitu pembangunan pos-
tur TNI dengan pendekatan
yang berbasis pada kekuatan
pokok minimum. Pilihan ini
mengandung konsekuensi logis
yaitu adanya dukungan kebijak-
an anggaran dan komitmen
negara untuk menyediakan ang-
garan pembangunan sektor Per-
tahanan/TNI rata-rata sebesar
2% dari PDB sampai dengan
tahun 2020. Bilamana hal ini
sudah menjadi pilihan strategis
maka pelaksanaan alokasi ang-
garan harus dilakukan secara
konsisten dan konsekuen agar
pembangunan postur TNI dapat
dilaksanakan secara bertahap
dan berlanjut untuk mencapai
sasaran yang telah ditetapkan.

Kesimpulan

Ditinjau dari konstelasi geo-
grafi dan sosio-demografi, Nega-
ra Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI) merupakan negara ke-
pulauan (archipelagic state) terbe-
sar di dunia yang memiliki 235
juta penduduk yang terdiri dari
1.072 suku, berbagai macam aga-
ma, budaya dan sub-budaya, et-
nik dan sub-etnik dengan sejarah
perkembangan bangsa yang
unik. Sebagai negara kepulauan

yang memiliki keunikan yang
tidak dimiliki oleh negara mana
pun, maka sistem pertahanan
negara yang mengadopsi Sistem
Pertahanan Semesta (Sishanta)
seyogyanya didukung dengan
pola pembangunan postur TNI
yang berbasis negara kepulauan
dan berwawasan maritim, bukan
lagi menggunakan pola pemba-
ngunan yang berwawasan kon-
tinental.

Postur TNI selama ini diba- .
ngun dengan pendekatan sistem
pertahanan pulau- pulau besar.
Dengan pendekatan ini, baru
unsur TNI AD yang memiliki ke-
siapan mendekati postur ideal di-
tinjau dari struktur organisasi
yang dibangun, meskipun pada
kenyataannya kuantitas dan
kualitas personil maupun Alut-
sista masih belum memenubhi ke-
butuhan organisasi. Di sisi lain,
kesiapan unsur TNI AL dan TNI
AU masih belum mampu men-
jangkau seluruh wilayah perta-
hanan nasional ditinjau dari as-
pek kekuatan, kemampuan dan
gelar kekuatan. Dengan kondisi
seperti ini, TNI masih dianggap
mampu melaksanakan tugas dan
fungsi pertahanan darat, kecua-
li pertahanan wilayah per-
batasan darat dan laut yang me-
merlukan dukungan maksimal
dari TNI AL dan TNI AU. Un-
sur TNI AL dan TNI AU masih
membutuhkan pengembangan
kekuatan, kemampuan dan peng-
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gelaran kekuatan satuan untuk
dapat melaksanakan tugas dan
fungsinya secara menyeluruh
dan terpadu.

Karakteristik ancaman dan
potensi ancaman yang terjadi
pada umumnya berawal dari
ancaman non-militer yang berdi-
mensi politik, ekonomi dan sosial
budaya. Ancaman berdimensi
politik yang sering muncul yaitu
konflik antar partai politik yang
dapat mengancam terjadinya
perpecahan bangsa dan eksisten-
si NKRI. Ancaman berdimensi
ekonomi yang terjadi, antara lain
berupa pelanggaran hukum
yang dilakukan oleh negara lain
di wilayah nasional, seperti: ille-
gal logging, illegal fishing, human
trafficing, trans national crimes dan
lain-lain, yang dapat merusak
~ sistem perekonomian nasional.
Bentuk ancaman lain yang ber-
dimensi sosial budaya ditandai
dengan pesatnya perkembangan
dan pemanfaatan teknologi in-
formasi yang dapat berdampak
negatif terhadap pola pikir ge-
nerasi muda.

Ancaman non-militer tersebut
di atas, apabila tidak segera dian-
tisipasi dan diatasi akan menja-
di embrio terjadinya konflik ho-
rizontal dan vertikal, bahkan da-
pat berkembang menjadi konflik
bersenjata yang bukannya tidak
mungkin melibatkan negaralain.
Untuk mengantisipasi potensi
ataupun mengatasi terjadinya

konflik bersenjata tersebut, diper-
lukan kekuatan, kemampuan
dan gelar satuan TNI yang me-
madai, karena ancaman bersen-
jata dapat timbul di berbagai
wilayah Indonesia. Dalam mem-
bangun kekuatan dan kemam-
puan TNI tersebut, maka diper-
lukan kebutuhan anggaran yang
cukup besar. Kebutuhan anggar-
an yang sifatnya mendesak dan
sangat diperlukan yaitu untuk
mendukung pengadaan Alutsis-
ta dan peningkatan kesejahte-
raan personil TN!. Pemikiran ini
didasarkan pada pertimbangan
obyektif terhadap kondisi Alut-
sista yang dimiliki TNI saat ini
sudah terlalu tua dan banyak
yang tidak layak pakai lagi.
Demikian pula kondisi kese-
jahteraan prajurit TNI saat ini
masih berada di bawah standar
minimal, sehingga perlu segera
ditingkatkan untuk menjamin
profesionalisme para prajurit
TNL

Di sisi lain, kemampuan ke-
uangan negara yang masih ter-
batas baru dapat mendukung
sekitar 35% dari kebutuhan yang
diperlukan untuk membangun
kekuatan pokok minimal guna
mendukung TNI dalam melak-
sanakan fungsinya sebagai alat
negara di bidang pertahanan.
Untuk mewujudkan pemba-
ngunan postur TNI yang memi-
liki kekuatan pokok minimum
(minimum essential force), diperlu-
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kan alokasi anggaran pertahan-
an per tahun rata-rata sekitar 2%
dari PDB at au hampir 10% dari
besaran APBN. Upaya ini harus
dilakukan secara konsisten dan
konsekuen dengan dukungan
kebijakan pemerintah dan komit-
men negara di bidang anggaran
sampai dengan terwujudnya
postur TNI dengan kekuatan
pokok minimum pada tahun
2020.

Dari hasil penelitian ini dapat
diketahui betapa pentingnya arti
Pertahanan dan keamanan bagi
suatu negara dalam mempertah-
ankan kedaulatan negaranya.
Oleh karena itu, setiap negara,
termasuk Indonesia seharusnya
memiliki unsur pertahanan dan
keamanan yang kuat agar mam-
pu menangkal dan mengatasi
setiap bentuk ancaman yang
muncul. Dari hasil analisis data
yang dikumpulkan, kondisi pos-
tur TNI saat ini masih berada
jauh di bawah kekuatan pokok
minimal yang diperlukan. Ke-
mampuan keuangan negara be-
lum mampu memenuhi kebutu-
han anggaran yang diperlukan
untuk membangun postur TNI
ideal. Oleh sebab itu, diperlukan
adanya komitmen pemerintah
dan dukungan masyarakat Indo-

nesia untuk mewujudkan postur

TNI yang memiliki kekuatan
pokok minimal guna mengatasi
permasalahan di bidang perta-
hanan dengan tetap memperha-

tikan kemampuan keuangan
negara.

Berbagai pemikiran tentang
pembangunan postur TNI yang
telah dikedepankan oleh berbagai
pihak selama ini menggunakan
pendekatan anggaran terbatas
(limited budget based approach)
ataupun pendekatan yang berba-
sis kemampuan (capability based
approach). Dengan pendekatan
tersebut ternyata implementasi
pembangunan postur TNI, bah-
kan sampai tahun 2034 pun,
tidak akan berhasil mewujudkan
kekuatan pokok minimal. Dalam
penelitian ini, pembangunan
postur TNI dengan pendekatan
kekuatan pokok minimum telah
memperhitungkan kemungkin-
an kemampuan keuangan nega-
ra berdasarkan perkiraan jang-
ka panjang terhadap prospek
pertumbuhan ekonomi nasional.
Dengan demikian, sasaran untuk
membangun postur TNI berda-
sarkan kekuatan pokok mini-
mum secara bertahap akan da-
pat diwujudkan pada tahun
2020. '

Saran

Perlu dilakukan konsolidasi
secara internal dalam tubuh TNI
untuk menyelaraskan pola pikir,
polasikap dan pola tindak dalam
menyusun sistem pertahanan
negara yang dipengaruhi oleh
kondisi geografi, persepsi an-
caman dan karakteristik masing-
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masing matra. Kondisi geografi
Indonesia sebagai negara kepu-
lauan yang sangat luas, dengan
jumlah penduduk yang besar
namun belum merata penye-
barannya, memerlukan suatu
pendekatan pembangunan sis-
tem pertahanan yang berbeda
dengan negara kontinental.
Dengan demikian, pemba-
ngunan postur TNI perlu dilan-
jutkan dengan tetap memantap-
kan postur TNI AD yang selama
ini telah dibangun dengan pende-
katan sistem pertahanan pulau-
pulau besar. Di sisi lain, arah
pembangunan postur TNI AL
dan TNI AU perlu difokuskan
pada upaya peningkatan ke-
kuatan dan kemampuan TNI
untuk menguasai seluruh wila-
yah pertahanan maritim dan
dirgantara. Untuk itu, disaran-
kan agar pembangunan postur
TNImulai diarahkan secara kon-
sisten serta dilaksanakan secara
bertahap dan berkelanjutan de-
ngan pendekatan sistem perta-
hanan negara kepulauan (archi-
pelagic state) yang berwawasan
Di samping perlu adanya ko-
- mitmen dan dukungan negara di
bidang anggaran pertahanan
yang terkait dengan TNI, pem-
bangunan postur TNI seyog-
yanya tetap dilaksanakan ber-
dasarkan semangat dan azas
good governance yang menjun-
jung tinggi prinsip akuntabilitas,
efisiensi dan efektifitas peman-
faatan anggaran negara dalam
proses pengadaan barang dan

jasa dengan pendekatan best
practise. TNI masih perlu melaku-
kan langkah-langkah strategis
dalam rangka optimalisasi pe-
ngelolaan aset-aset dan peman-
faatan anggaran negara. Hal ini
sangat relevan bila dikaitkan
dengan mendesaknya dan besar-
nya kebutuhan anggaran pem-
bangunan postur TNI dan ter-
batasnya kemampuan keuangan
negara saat ini. Upaya optima-
lisasi ini merupakan bentuk nya-
ta dari komitmen TNI dalam
mewujudkan pembangunan.
postur TNI secara bertanggung
jawab dan berorientasi pada ke-
pentingan nasional.

Untuk menjaga arah pemba-
ngunan postur TNI agar dapat
dilaksanakan secara bertahap dan
berkelanjutan maka TNI dan De-
partemen Pertahanan perlu senan-
tiasa melakukan komunikasi dan
koordinasi secara efektif dengan
berbagai institusi pemerintah
(khususnya Departemen Keuang-
an dan Bappenas) dan lembaga
tingginegara (DPR) terkait dengan
proses penentuan kebijakan jang-
ka panjang terhadap anggaran
TNI/Departemen Pertahanan.
Langkah ini sangat diperlukan
untuk membangun persepsi dan
komitmen yang sama dalam rang-
ka mewujudkan pembangunan
postur TNI yang dapatmemenuhi
kebutuhan TNI berdasarkan stan-
dar kekuatan pokok minimum (mi-
nimun essential force) dalam jang-
ka waktu yang disepakati bersa-
ma, yaitu sampai dengan tahun
2020.
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